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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji regulasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (TKP) pada platform Keuangan 

Terdesentralisasi (DeFi) syariah, dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip, tantangan, dan implikasi 

kebijakan di persimpangan antara keuangan syariah, tata kelola perusahaan, dan teknologi blockchain. 

Penelitian ini mengidentifikasi adaptasi kerangka kerja TKP tradisional yang dirancang untuk 

lembaga keuangan syariah terpusat terhadap sifat DeFi yang terdesentralisasi dan algoritmik, guna 

memastikan kepatuhan terhadap syariah dan perlindungan pemangku kepentingan. Dengan 

menggunakan tinjauan literatur tematik atas artikel jurnal internasional, pedoman regulasi, dan 

dokumen kebijakan (2021–2026) mengenai GCG dalam keuangan Islam, fintech, dan DeFi, serta 

analisis konseptual terhadap mekanisme yang sesuai syariah, studi ini mengungkapkan bahwa GCG 

dalam DeFi Islam memerlukan penataan ulang transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan 

pengawasan algoritmik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada maqasid. Hal ini 

tidak dapat langsung ditransplantasikan dari model perbankan syariah konvensional. Regulasi yang 

efektif menuntut kerangka kerja hibrida yang mengintegrasikan pengawasan syariah independen, alat 

audit digital, dan koordinasi lintas yurisdiksi, yang memberikan penyempurnaan teoretis dan panduan 

praktis bagi regulator, lembaga, dan pengembang. 

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Keuangan Desentralisasi Islam, Kerangka Regulasi, 

Kepatuhan Syariah. 

ABSTRACT 

This study examines the regulation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic Decentralized 

Finance (DeFi) platforms by exploring the principles, challenges, and policy implications arising at 

the intersection of Islamic finance, corporate governance, and blockchain technology. The research 

aims to identify how GCG frameworks traditionally designed for centralized Islamic financial 

institutions can be adapted to the decentralized, algorithmic nature of DeFi, while ensuring 

compliance with Shariah principles and protecting stakeholders. Using a thematic literature review 

methodology, the study analyzes recent international journal articles, regulatory guidelines, and 

policy documents (2021–2026) on GCG in Islamic finance, fintech, and DeFi, together with a 

conceptual analysis of Shariah compliant governance mechanisms. The results show that GCG in 

Islamic DeFi cannot be directly transplanted from conventional Islamic banking models, but requires 

a reconfiguration of governance that integrates transparency, accountability, Shariah compliance, 

and algorithmic oversight, underpinned by maqasid oriented principles. The study concludes that 

effective regulation of Islamic DeFi demands a hybrid governance framework combining independent 

Shariah supervision, digital audit tools, and cross jurisdictional coordination, offering both 

theoretical refinement of Islamic GCG and practical guidance for regulators, Islamic financial 

institutions, and technology developers seeking to build trustworthy and Shariah compliant DeFi 

ecosystems. 

Keywords : Good Corporate Governance, Islamic DeFi, Regulatory Framework, Shariah 

Compliance. 
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PENDAHULUAN 

Good Corporate Governance (GCG) 

semakin menjadi fondasi krusial dalam 

menjaga kepercayaan publik, stabilitas 

sistem keuangan, dan keberlanjutan bisnis di 

era ekonomi digital yang terus berkembang 

(Iqbal et al, 2024). Dalam konteks keuangan 

syariah, GCG tidak hanya menekankan aspek 

manajerial dan komersial, tetapi juga dimensi 

etis syariah berupa transparansi, 

akuntabilitas, keadilan, kepatuhan pada 

hukum Islam, serta perlindungan bagi 

seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders). Perkembangan industri 

Islamic finance yang bernilai triliunan dolar 

secara global menunjukkan urgensi 

penguatan kerangka tata kelola yang 

konsisten dengan prinsip syariah, terutama 

seiring munculnya berbagai model keuangan 

digital berbasis blockchain. 

Pada tingkat global, munculnya 

Decentralized Finance (DeFi) menandai 

transformasi struktural menuju sistem 

keuangan yang lebih terdesentralisasi, 

transparan, dan minim intervensi pihak 

ketiga. Namun, di sisi lain, DeFi tradisional 

juga menghadirkan risiko signifikan, seperti 

ketidakjelasan status hukum, kurangnya 

mekanisme perlindungan konsumen, dan 

potensi pelanggaran prinsip syariah seperti 

riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. 

Dalam konteks Islam, upaya untuk 

mengintegrasikan prinsip bagi hasil 

(misalnya melalui akad mudharabah) dan 

tokenisasi aset halal ke dalam protokol DeFi 

menawarkan peluang besar untuk 

menciptakan sistem keuangan yang lebih 

inklusif dan adil, tetapi sekaligus 

membutuhkan kerangka tata kelola yang kuat 

agar tidak menyimpang dari nilai syariah 

(Rakasiwi & Gazali, 2025). 

Di tingkat lokal, Indonesia sebagai 

salah satu pasar keuangan syariah terbesar di 

dunia menunjukkan antusiasme yang tinggi 

terhadap inovasi fintech syariah dan platform 

digital berbasis blockchain. Namun, regulasi 

keuangan syariah yang ada masih sangat 

terstruktur pada model lembaga terpusat 

(bank syariah, asuransi syariah, hingga 

lembaga pembiayaan), sehingga belum 

sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi 

karakter DeFi yang terdesentralisasi, 

borderless, dan sangat cepat berubah. 

Beberapa dokumen kebijakan dan kajian 

regulator menunjukkan bahwa tantangan 

utama meliputi ketidakselarasan regulasi 

lintas otoritas, minimnya standar kepatuhan 

syariah untuk smart contract, serta 

kebutuhan infrastruktur hukum positif yang 

lebih adaptif terhadap teknologi digital 

(Puteri et al, 2025). 

Penelitian tentang GCG dalam 

industri keuangan syariah di Indonesia pada 

umumnya masih fokus pada perbankan 

syariah dan lembaga keuangan tradisional, 

dengan penekanan pada penerapan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan 

syariah. Studi-studi tersebut menunjukkan 

bahwa, meskipun banyak lembaga syariah 

telah menerapkan GCG secara umum, masih 

terdapat kelemahan dalam aspek manajemen 

risiko, independensi pengawas, dan 

keselarasan penuh dengan nilai-nilai syariah. 

Namun, praktis tidak ada karya yang secara 

sistematis mengkaji bagaimana prinsip GCG 

syariah dapat diadaptasi dan diregulasi dalam 

konteks platform DeFi berbasis syariah yang 

bersifat algoritmis, terdesentralisasi, dan 

lintas yurisdiksi (Ningsih et al, 2024). 

Kesenjangan ini menciptakan “gap” 

penelitian yang signifikan : di satu sisi, dunia 

global tengah menghadapi kebutuhan 

mendesak akan regulasi DeFi yang 

menyeimbangkan inovasi teknologi dengan 

perlindungan konsumen dan kepatuhan 

terhadap nilai-nilai etis normatif ; di sisi lain, 

kajian di Indonesia belum banyak merespons 

bagaimana prinsip GCG berbasis syariah 

dapat diformulasikan dan dioperasionalkan 

dalam ekosistem DeFi Islam. Akibatnya, 

kebijakan publik di Indonesia dan 

negara-negara berpenduduk Muslim lainnya 

masih didominasi oleh regulasi sektoral 

tradisional yang kurang adaptif terhadap 

struktur teknis DeFi, sehingga berpotensi 

memicu ketidakpastian hukum, praktik yang 

tidak patuh syariah, dan risiko sistemik bagi 

investor dan masyarakat. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana prinsip GCG dalam konteks 

syariah dapat diadaptasi ke dalam kerangka 

regulasi platform Islamic DeFi, 

mengidentifikasi tantangan utama yang 

muncul, serta merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang relevan baik di tingkat 

nasional (Indonesia) maupun regional/global. 

Tujuan khususnya mencakup: (1) 

menguraikan prinsip-prinsip GCG syariah 

yang relevan untuk DeFi, (2) mengkaji 

tantangan regulasi, teknis, dan kepatuhan 

syariah dalam implementasinya, serta (3) 

mengusulkan mekanisme regulasi koordinasi 

kelembagaan yang mampu menjaga 

keberlanjutan, keadilan, dan kepatuhan 

syariah dalam ekosistem DeFi Islam. 

Kontribusi utama penelitian ini bagi 

komunitas akademik dan kebijakan global 

adalah membantu mengisi celah literatur 

antara studi GCG syariah, regulasi 

fintech/DeFi, dan studi keuangan Islam. 

Dengan menggabungkan perspektif normatif 

syariah, kerangka tata kelola korporasi 

modern, dan realitas teknologi blockchain, 

tulisan ini diharapkan dapat memberikan 

landasan konseptual yang kuat bagi 

pengembangan regulasi Islamic DeFi yang 

lebih transparan, akuntabel, dan sejalan 

dengan prinsip keadilan ekonomi Islam, 

sehingga dapat menjadi referensi bagi 

regulator, lembaga keuangan syariah, dan 

pengembang protokol DeFi di berbagai 

yurisdiksi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

GCG dan tata kelola keuangan syariah 

Studi tentang Good Corporate 

Governance (GCG) dalam keuangan syariah 

menunjukkan bahwa tata kelola di lembaga 

keuangan syariah (Islamic Financial 

Institutions/IIFIs) tidak hanya menekankan 

aspek regulasi dan kinerja finansial, tetapi 

juga moralitas, kepatuhan syariah, dan 

keadilan stakeholder. (Arum et al, 2025) 

mengkaji corporate governance di IIFIs 

dengan pendekatan systematic literature 

review (SLR) dan menemukan bahwa tata 

kelola syariah masih menghadapi tantangan, 

seperti ketidakseragaman praktik Dewan 

Pengawas Syariah (DPS/SSB), fragmentasi 

regulasi antar-yurisdiksi, dan kurangnya 

kapasitas para ahli tata kelola. Namun, 

artikel ini juga menunjukkan bahwa 

penguatan GCG dapat meningkatkan 

kepercayaan pemangku kepentingan, 

kepercayaan investor, dan posisi IIFIs 

sebagai pelaku keuangan etis yang sejalan 

dengan tujuan SDGs. Selain itu, adopsi tools 

digital seperti blockchain dan kecerdasan 

buatan dinilai dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan 

kepatuhan syariah. 

Dalam konteks Indonesia (Firdaus & 

Maulida, 2025) meneliti pengaruh GCG dan 

kepatuhan syariah terhadap kinerja bank 

syariah (ROA) menggunakan data 2020–

2024. Studi kuantitatif ini menunjukkan 

bahwa pengungkapan kepatuhan syariah 

(RUBR, DPS) dan mekanisme GCG (BOC 

independen, UNDW, IBC) berdampak 

positif terhadap kinerja bank syariah, 

terutama karena investor lebih sensitif 

terhadap dua aspek : tingkat kepatuhan 

syariah dan efektivitas GCG. Temuan ini 

menguatkan argumentasi bahwa GCG dan 

kepatuhan syariah saling menguatkan dalam 

menjaga kepercayaan dan nilai perusahaan. 

Selain itu, penelitian (Pangerang et 

al, 2025) menunjukkan bahwa pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

syariah terhadap kinerja perbankan syariah 

lebih kuat jika dimoderasi oleh kepatuhan 

syariah dan Islamic Corporate Governance 

(ICG). Penulis menekankan perlunya 

penerapan ICG dengan pengawasan DPS, 

evaluasi mandiri berkala, dan penguatan 

profit-sharing ratio agar kinerja syariah lebih 

berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai 

Islam. 

(Grais & Pellegrini, 2006) dalam 

studi klasik tentang corporate governance di 

IIFIs menunjukkan bahwa lembaga keuangan 

syariah berhadapan dengan masalah khusus, 

seperti kegagalan kepatuhan syariah, 

dominasi kepentingan khusus, dan kebijakan 

publik yang lemah. Studi ini menegaskan 
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bahwa GCG di IIFIs membutuhkan struktur 

tata kelola yang distintif, termasuk peran 

DPS yang kuat dan akuntabel. 

Guiding Principles on Corporate 

Governance for Islamic Financial Services 

Institutions memperkuat argumen ini dengan 

merumuskan kerangka GCG yang 

mengintegrasikan dimensi syariah: 

kepatuhan syariah, integritas, transparansi, 

akuntabilitas, dan keadilan dalam proses 

pengambilan keputusan. IFSB menekankan 

bahwa GCG dalam IIFIs bukan hanya 

regulasi teknis, tetapi perwujudan nilai-nilai 

etis syariah dalam seluruh aktivitas 

operasional. 

Di sisi praktik implementasi, 

penelitian (Hasir & Mugiyati, 2025) tentang 

penerapan prinsip GCG dalam perbankan 

syariah menunjukkan bahwa GCG dipahami 

sebagai kerangka regulasi, praktik, dan 

prosedur untuk mengarahkan dan mengawasi 

manajemen organisasi. Dalam konteks 

perbankan syariah, GCG tidak hanya 

memastikan kepatuhan regulasi, tetapi juga 

menekankan standar etis dan kepatuhan 

syariah sebagai bagian dari tata kelola. 

(Hamsyi, 2019)menambahkan bahwa 

GCG dalam bank syariah harus mematuhi 

prinsip syariah karena aktivitasnya berbasis 

kepercayaan; oleh karena itu, transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan syariah menjadi 

syarat minimal untuk menjaga kepercayaan 

nasabah. 

Regulasi dan Tata Kelola Fintech Syariah 

Perkembangan fintech syariah 

menimbulkan tantangan baru dalam hal 

regulasi dan tata kelola. Studi yang sama 

menegaskan bahwa regulasi keuangan 

syariah perlu memasukkan aspek digital dan 

fintech agar tidak hanya berfokus pada 

lembaga terpusat tradisional. 

Penelitian (Jamaludin et al, 2026) 

menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah 

di Malaysia masih menghadapi 

“jurisprudential lag” (keterlambatan regulasi 

terhadap inovasi teknologi) dan 

misalignment struktural. Artikel ini 

menawarkan empat model reformasi: (1) UU 

khusus Islamic Fintech, (2) amandemen 

IFSA yang menjangkau aktor fintech 

syariah, (3) mekanisme harmonisasi regulasi 

syariah fintech tingkat federal, dan (4) 

“Islamic Fintech Consumer Protection 

Charter” yang mengatur kebutuhan 

pengungkapan alasan syariah, audit syariah 

independen, dan perlindungan risiko religius. 

Studi (Sugiharto et al, 2025) terkait 

tentang peran fintech syariah dalam 

memperkuat ketahanan UMKM menemukan 

bahwa fragmentasi regulasi, rendahnya 

literasi keuangan syariah, dan lemahnya 

integrasi antara dewan syariah dan tim digital 

menjadi penghambat utama. Artikel ini 

menekankan perlunya kerangka tata kelola 

yang standar untuk kepatuhan syariah, desain 

algoritma etis, dan kolaborasi lintas-batas 

untuk meningkatkan kepercayaan publik dan 

skalabilitas. 

Penelitian Permana (2026) tentang 

sukuk berbasis fintech menawarkan kerangka 

tata kelola “maqasid-centric governance” 

untuk fintech sukuk, yaitu tata kelola yang 

berorientasi pada tujuan syariah (maqasid 

al-Shariah) seperti keadilan, keamanan, dan 

kemaslahatan umat. Artikel ini menyarankan 

bahwa tata kelola fintech syariah harus 

mempertimbangkan bukan hanya kepatuhan 

teknis, tetapi juga dampak sosial dan etis dari 

produk keuangan digital. 

DeFi syariah, akad syariah, dan smart 

contract 

Dalam konteks DeFi, beberapa artikel 

terbaru menekankan bahwa konvergensi 

teknologi blockchain dan prinsip syariah 

menawarkan potensi besar, tetapi juga 

menimbulkan tantangan baru dalam hal 

kepatuhan syariah dan tata kelola. (Bakri et 

al, 2026) menjelaskan bahwa akad 

mudharabah dapat diintegrasikan ke dalam 

smart contract di protokol DeFi sehingga 

pembagian hasil dan transparansi menjadi 

lebih mudah. Namun, artikel ini menekankan 

pentingnya audit syariah dan pengawasan 

untuk memastikan bahwa protokol tidak 
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melibatkan praktik riba, spekulasi 

berlebihan, atau gharar berlebihan. 

Penelitian (Arum et al, 2025) 

menambahkan bahwa digital governance 

tools seperti blockchain dan AI dapat 

digunakan untuk memantau transaksi 

keuangan syariah secara real-time, 

meningkatkan transparansi, dan memastikan 

kepatuhan syariah. Namun, tantangan 

muncul ketika regulasi dan regulasi syariah 

belum siap mengatur bagaimana DPS 

mengawasi algoritma dan protokol DeFi. 

Studi (Firdaus & Maulida, 

2025)menegaskan bahwa pengungkapan 

kepatuhan syariah dan GCG memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

syariah, yang menunjukkan bahwa investor 

menghargai kepatuhan syariah dan 

transparansi dalam era digital. 

Penelitian (Jamaludin et al, 2026) 

menekankan bahwa regulasi Islamic Fintech 

Consumer Protection Charter harus 

mengatur kebutuhan transparansi alasan 

syariah, pengungkapan laporan audit syariah 

independen, dan perlindungan risiko religius, 

yang relevan untuk protokol DeFi syariah. 

Studi (Sugiharto et al, 2025) 

menekankan bahwa tata kelola fintech 

syariah perlu mengintegrasikan kepatuhan 

syariah, desain algoritma etis, dan kolaborasi 

lintas-batas untuk meningkatkan 

kepercayaan publik dan skalabilitas. 

Penelitian (Pangerang et al, 2025) 

menunjukkan bahwa peran profit-sharing 

ratio dan pengawasan DPS penting untuk 

menjaga keadilan dan kepatuhan syariah 

dalam produk keuangan digital. 

(Grais & Pellegrini, 2006) menekankan 

bahwa GCG di IIFIs perlu mengintegrasikan 

dimensi syariah dan kepercayaan, yang 

relevan untuk Desentralized Finance (DeFi) 

syariah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi 

literatur tematik (thematic literature 

review) dan bersifat normatif-konseptual, 

karena fokusnya pada analisis prinsip 

syariah, kerangka GCG, dan regulasi 

kebijakan dalam Islamic DeFi, bukan pada 

data empiris primer. Pendekatan ini dipilih 

karena topik ini masih relatif baru, sehingga 

landasan teoretis dan normatif perlu 

dibangun terlebih dahulu sebelum 

pengembangan riset empiris lebih lanjut. 

Sumber data berasal dari literatur 

sekunder internasional (2021–2026), seperti 

artikel jurnal terindeks, guideline regulasi 

(IFSB, OJK, DSN-MUI), dan working paper, 

yang dipilih melalui kriteria yang jelas 

(fokus GCG, keuangan syariah, fintech/DeFi, 

regulasi). Analisis dilakukan 

dengan thematic content analysis untuk 

mengidentifikasi tema utama (prinsip GCG 

syariah, tantangan regulasi DeFi, 

pengawasan syariah digital, rekomendasi 

kebijakan), memetakan hubungannya, dan 

merumuskan kerangka regulasi yang 

koheren, karena pendekatan ini 

memungkinkan sintesis tematik yang kuat 

dan grounded dalam bukti konseptual dan 

normatif. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Good Corporate Governance (GCG) dalam 

konteks Islamic DeFi tidak dapat lagi 

diadopsi secara mentah dari model GCG 

lembaga keuangan syariah terpusat, karena 

karakteristik teknis DeFi yang 

terdesentralisasi, algoritmik, dan lintas 

yurisdiksi menciptakan gap regulasi yang 

signifikan. Makna temuan ini adalah bahwa 

tata kelola syariah di DeFi menuntut 

reformulasi prinsip GCG, bukan hanya 

dalam bentuk peraturan, tetapi juga dalam 

desain governance-by-code, audit syariah 

digital, dan mekanisme pengawasan yang 

mampu mengawasi transaksi dan protokol 

secara virtual. Temuan ini menegaskan 

bahwa GCG syariah dalam Islamic DeFi 

harus berbasis keadilan (justice), 

kepercayaan (trust), dan kemaslahatan 

(maqasid), sehingga fungsi pengawasan 

syariah tidak terhenti pada laporan tahunan, 
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tetapi juga melibatkan pengawasan algoritma 

dan smart contract secara berkala. 

Secara konsisten dengan studi 

terdahulu, penelitian (Arum et al, 2025) 

menunjukkan bahwa tata kelola syariah di 

lembaga keuangan syariah konvensional 

menghadapi tantangan fragmentasi regulasi 

dan lemahnya integrasi dimensi syariah 

dalam tata kelola keuangan digital, tetapi 

studi tersebut belum menjangkau betapa 

kompleksnya pengawasan ketika aktor utama 

adalah protokol, bukan manajemen 

perusahaan. Penelitian (Jamaludin et al, 

2026) tentang “jurisprudential lag” dalam 

Islamic fintech menguatkan temuan bahwa 

regulasi keuangan syariah tertinggal dari 

perkembangan teknologi, namun analisisnya 

masih berfokus pada platform fintech 

terpusat, bukan pada DeFi yang benar-benar 

tanpa perantara. Di sisi lain, (Firdaus & 

Maulida, 2025) menemukan bahwa 

pengungkapan kepatuhan syariah dan GCG 

berkorelasi positif dengan kinerja perbankan 

syariah, namun penelitian ini menunjukkan 

bahwa kriteria kinerja GCG dalam DeFi 

harus melampaui kinerja finansial, dan 

menekankan keamanan transaksi, fairness 

bagi investor, serta kepatuhan syariah. 

Implikasi teoritis utama dari hasil 

penelitian ini adalah perluasan konsep GCG 

syariah dari kerangka lembaga terpusat ke 

ekosistem terdesentralisasi, sehingga 

menggeser basis teori dari murni 

agency-oriented menjadi kombinasi 

stakeholder, stewardship, dan 

maqasid-oriented governance. Pendekatan 

ini menegaskan bahwa GCG syariah bukan 

hanya instrumen kontrol regulasi, tetapi juga 

perwujudan fiqh siyasah dan maqasid 

al-Shariah dalam struktur ekonomi digital, 

sehingga teori corporate governance perlu 

diintegrasikan dengan literatur fiqh 

muamalah dan ekonomi syariah yang 

berbasis nilai dan tujuan syari„ah. Penelitian 

ini juga menawarkan konseptualisasi bahwa 

GCG syariah dalam DeFi dapat dipahami 

sebagai bentuk ijtihad tata kelola 

kontemporer yang menyesuaikan 

prinsip-prinsip syariah dengan logika 

teknologi dan regulasi lintas yurisdiksi, 

sehingga keterkaitan antara GCG, maqasid, 

dan teknologi menjadi dimensi teori yang 

perlu diperdalam lebih lanjut (Febriza et al, 

2025). 

Implikasi praktisnya cukup nyata 

bagi regulator, lembaga keuangan syariah, 

serta pengembang DeFi. Regulator perlu 

mengembangkan kerangka regulasi yang 

mengakomodasi dual-aspect of governance: 

pengawasan human-based (DPS, regulator) 

dan code-based (smart contract, DAO, 

protokol). Hal ini membutuhkan standar 

audit syariah digital, kewajiban transparansi 

algoritma, serta mekanisme pengaduan 

off-chain untuk mengatasi risiko keagamaan 

dan konsumen, sejalan dengan rekomendasi 

“Islamic Fintech Consumer Protection 

Charter” yang diusulkan (Jamaludin et al, 

2026), tetapi dengan penyesuaian khusus 

untuk DeFi. Bagi lembaga keuangan syariah, 

hasil penelitian menekankan perlunya 

re-skilling SDM syariah agar mampu 

memahami logika blockchain dan DeFi, serta 

membangun kolaborasi antara unit syariah, 

IT, dan compliance. Bagi pengembang, 

keterbukaan kode, audit syariah independen, 

serta keterlibatan otoritas syariah dalam 

desain akad pada smart contract merupakan 

prasyarat fundamental untuk membangun 

kredibilitas dan kepercayaan, menghindari 

“syariah-washing” yang analog dengan 

greenwashing dalam keuangan berkelanjutan 

(Hidayati et al, 2024). 

Secara kritis, penelitian ini 

mengungkap keterbatasan utama dari 

regulasi keuangan syariah saat ini, yaitu 

asumsi dasar bahwa governance 

mensyaratkan entitas dengan aktor yang 

jelas, sementara DeFi justru menghilangkan 

kehadiran administrator tunggal dan 

mengalihkan kekuasaan kepada algoritma 

dan komunitas. Ketegangan ini menciptakan 

dilema normatif: di satu sisi, horizon syariah 

menuntut akuntabilitas kepada ulama dan 

otoritas syariah sebagai pemegang amanah; 

di sisi lain, logika DeFi mengarah pada 

model “trustless” yang menitikberatkan 

kepercayaan pada teknologi, bukan pada 
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manusia. Secara kritis, penelitian ini 

menunjukkan bahwa jalan tengah perlu 

ditempuh melalui kerangka hybrid 

governance: protokol dibiarkan berjalan 

secara desentralisasi, tetapi dengan batas 

regulasi, standar akuntabilitas, serta jalur 

pengawasan dan koreksi syariah yang tetap 

eksis di luar jaringan. 

Penelitian ini juga menyoroti bahwa 

literatur tentang GCG syariah masih 

cenderung mensentralisasikan perhatian pada 

bank syariah dan lembaga formal, sementara 

dengan cepat muncul ekosistem DeFi yang 

tidak memiliki identitas legal yang jelas 

tetapi memiliki dampak ekonomi yang 

signifikan. Hal ini menyebabkan GCG 

syariah selama ini berfokus pada struktur tata 

kelola formal (DPS, rapat umum pemegang 

saham, laporan tahunan), sementara dalam 

DeFi, struktur kekuasaan tersebar pada 

pemegang token, validator, dan 

pengembang, sehingga perlu konseptualisasi 

ulang tentang “who governs in Islamic DeFi” 

dan bagaimana prinsip syariah dapat 

ditanamkan ke dalam proses pengambilan 

keputusan kolektif. Keterbatasan data 

empiris menyebabkan penelitian ini masih 

berbasis literatur dan konseptual, sehingga 

rekomendasi kebijakan dan model tata kelola 

yang diusulkan perlu diuji lebih lanjut 

melalui studi kasus dan kajian kuantitatif di 

platform DeFi syariah yang sedang 

dioperasikan. 

Secara normatif, penelitian ini 

menegaskan bahwa GCG syariah dalam 

konteks DeFi bukan hanya persoalan teknis 

regulasi, tetapi juga dimensi etis-syariah 

yang berkaitan langsung dengan keadilan 

distributif, kehati-hatian dalam mengelola 

dana umat, dan perlindungan masyarakat dari 

risiko spekulasi dan ketidakpastian 

berlebihan yang bertentangan dengan 

larangan gharar dan maisir (Pratiwi et al, 

2025). Penelitian ini menekankan bahwa 

integrasi prinsip larangan riba, minimisasi 

gharar, serta keterbukaan informasi tidak 

hanya berlaku pada konten akad, tetapi juga 

pada cara protokol diperlakukan oleh 

pengembang, komunitas, dan regulator, 

sehingga tata kelola syariah harus menjadi 

bagian dari arsitektur sistem, bukan hanya 

sekedar pencatatan dokumen (Putri & Putri, 

2025). 

Implikasi kebijakan utama yang 

dapat ditarik dari penelitian ini adalah 

perlunya regulasi yang berbasis 

“principles-based” namun tetap memiliki 

standar teknis yang jelas, seperti kewajiban 

audit syariah berkala, dokumen akad yang 

dapat diakses, dan mekanisme pengaduan 

untuk investor yang merasa transaksinya 

menyimpang dari prinsip syariah. Regulator 

juga perlu mengembangkan koordinasi lintas 

otoritas dan lintas yurisdiksi karena DeFi 

intrinsiknya bersifat global, sehingga 

regulasi sektoral tradisional yang berbasis 

negara berisiko hanya menangkap sebagian 

kecil dari aktivitas ekosistem DeFi. 

Dari sudut pandang teori tata kelola, 

hasil penelitian ini menegaskan perlunya 

integrasi tiga pilar utama: (1) regulasi positif 

yang adaptif terhadap perkembangan 

teknologi, (2) dimensi syariah yang 

diekspresikan dalam standar tata kelola dan 

audit syariah, dan (3) keterlibatan komunitas 

dan partisipasi pemangku kepentingan 

sebagai bentuk governance berbasis maqasid 

dan kemaslahatan. Temuan ini membuka 

ruang bagi penelitian lanjutan untuk 

mengembangkan indikator kinerja GCG 

syariah khusus DeFi, studi komparatif lintas 

negara tentang pendekatan regulator terhadap 

DeFi syariah, serta eksperimen empiris 

terhadap desain DAO berbasis syariah yang 

dikawal oleh dewan syariah formal. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya 

menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga 

menawarkan jalan konseptual bagi evolusi 

GCG syariah di era ekonomi digital yang 

semakin terdesentralisasi. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Good Corporate Governance (GCG) syariah 

dalam Islamic DeFi tidak dapat diadopsi 

secara mentah dari model lembaga keuangan 

syariah terpusat karena karakteristik 

desentralisasi, algoritmik, dan lintas 
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yurisdiksi DeFi menciptakan celah regulasi 

signifikan yang menuntut reformulasi prinsip 

GCG ke dalam bentuk governance-by-code, 

audit syariah digital, dan mekanisme 

pengawasan algoritma serta smart contract 

secara berkala berbasis keadilan, 

kepercayaan, dan maqasid al-Shariah. 

Temuan ini memperluas konsep GCG 

syariah dari kerangka Agensi-oriented 

menjadi kombinasi stakeholder, stewardship, 

dan maqasid-oriented governance yang 

mengintegrasikan fiqh muamalah dengan 

logika teknologi, sekaligus menetapkan 

implikasi praktis bagi regulator untuk 

mengembangkan kerangka hybrid 

governance yang memadukan pengawasan 

human-based (DPS, regulator) dan code-

based (DAO, protokol), bagi lembaga 

syariah untuk melakukan re-skilling SDM 

dan kolaborasi unit syariah-IT-compliance, 

serta bagi pengembang untuk memastikan 

audit syariah independen dan transparansi 

kode guna menghindari syariah-washing. 

Dengan mengungkap keterbatasan regulasi 

yang asumsi entitas beraktor jelas tidak 

relevan dengan DeFi yang meniadakan 

administrator tunggal, penelitian ini 

menekankan perlunya regulasi principles-

based dengan standar teknis jelas (audit 

berkala, transparansi akad, mekanisme 

pengaduan) dan koordinasi lintas yurisdiksi, 

sehingga GCG syariah menjadi bagian 

integral arsitektur sistem yang melindungi 

keadilan distributif dan mencegah gharar 

serta maisir, serta membuka ruang bagi 

penelitian lanjutan Developed indikator 

kinerja GCG DeFi spesifik, studi komparatif 

lintas negara, dan eksperimen empiris DAO 

berbasis syariah. 
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